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ABSTRAK 

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada 

output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi dan misi serta perencanaan 

strategis sebuah organisasi. Tujuan dari anggaran berbasis kinerja adalah untuk 

Mengaitkan antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan 

transparansi dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran, dan meningkatkan 

akuntabilitas dan fleksibilitas dalam hal pelaksanakan pengelolaan anggaran. Penelitian 

ini dilakukan dengan metode kombinasi seimbang (concurent triangulasi). Objek 

penelitian ini adalah RSUD dr H Koesnadi Bondowoso. Teknik pengumpulan data yaitu 

dengan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan RSUD dr. H 

Koesnadi Bondowoso telah melaksanakan angaran berbasis kinerja sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah dan Bappenas tentang Pedoman Penerapan Anggaran 

Berbasis Kinerja. RSUD dr. H Koesnadi Bondowoso telah merealisasikan capaian yang 

cukup signifikan dari tiga program prioritas  pada tahun 2019 yaitu Program Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan BLUD dengan realisasi  sebesar 94,85 persen, Program Pengadaan, 

Peningkatan Sarana dan Prasarana  dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,54 

persen dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial dengan tingkat penyerapan anggaran 

sebesar 97,62 persen. 

Kata Kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Money Follow Program, BLUD, Program 

Prioritas. 
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ABSTRACT 

 
Budget is based on a budgeting system that is oriented towards organizational 

output related to the vision and mission and strategic planning of an organization. The 

purpose of the budget-based is to Link between planning and performance to be achieved, 

increase efficiency and support in terms of budget planning, and increase accountability 

and support in terms of implementing budget management. This research was conducted 

by a balanced combination method (concurent triangulation). The object of this study was 

Dr. H Koesnadi Bondowoso Regional Hospital. Data collection techniques are by 

interview and documentation study. The results showed that RSUD dr. H Koesnadi 

Bondowoso has approved the budget based on approval in accordance with the 

requirements requested, namely Law Number 17 of 2003 concerning State Finances, 

Permendagri Number 61 of 2007 Technical Guidelines for Financial Management of 

Regional Public Service Agencies and Bappenas concerning Guidelines for Application of 

Performance Based Budgeting. RSUD dr. H Koesnadi Bondowoso has realized significant 

achievements from three priority programs in 2019, namely the BLUD Health Services 

Improvement Program with a realization of 94.85 percent, the Procurement Program, 

Facilities and Infrastructure Improvement with a budget of 93.54 percent and the Social 

Environment Development Program with the budget absorption rate of 97.62 percent. 

Keywords: Performance Based Budgeting, Money Follow Program, BLUD, 

Priority Program. 
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RINGKASAN 

Analisis   Implementasi   Anggaran   Berbasis  Kinerja Pada RSUD Dr. H 

Koesnadi Bondowoso; Novia Ningrum Permata; 180810301224; 2020; 76 

halaman, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. 

Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik 

untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang 

tidak terbatas/ the process of allocating resources to unlimited demands menurut Freeman 

(2003). Anggaran dalam organisasi sektor publik dapat dikatakan sebagai sebuah rencana 

finansial yang menyatakan: 1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat 

atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. 2. 

Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. 

3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar 

pemasukan tersebut (Nordiawan, 2008:19). 

Bidang pengelolaan keuangan negara telah mengalami reformasi sehingga banyak 

membawa perubahan yang mendasar pada pelaksanaan sistem perencanaan dan 

penganggaran. Sistem perencanaan dan penganggaran sektor publik di Indonesia 

mengalami perubahan sejak di berlakukannya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. UU Nomor 17 tahun 2003  menjelaskan tentang perubahan 

sistem anggaran dari Sistem Anggaran Tradisional (Tradisional Budget system) menjadi 

Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) sedangkan UU 

Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan tentang perencanaan nasional (Hadiwijoyo, 

2019:145). Pada dasarnya Sistem Anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi 

kelemahan-kelemahan yang ada dalam anggaran berbasis tradisional. Anggaran berbasis 

tradisional tidak memiliki tolok ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja untuk 

mencapaian suatu tujuan tertentu (Nordiawan 2008:26). Anggaran berbasis kinerja 

merupakan anggaran yang menekankan pada prestasi kerja atau hasil. Menurut Bastian 

(2006: 171) anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada 

output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi dan misi serta perencanaan 

strategis sebuah organisasi. 

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan menggunakan pendekatan money 

follow program merupakan pendekatan yang baru diterapkan oleh pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Indonesia, termasuk kabupaten Bondowoso khususnya pada RSUD dr. 
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H Koesnadi Bondowoso yang telah ditetapkan sebagai BLUD sejak Agustus 2011. Hal 

ini memungkinkan rumah sakit tersebut untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang 

fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Selain itu, RSUD 

dr. H Koesnadi Bondowoso juga diharuskan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran 

(RBA) sebagai hasil dari proses penganggaran. 

RSUD dr. H Koesnadi Bondowoso telah menyandang status BLUD, sudah 

seharusnya menerapkan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

termasuk penggunaaan sistem Anggaran Berbasis Kinerja. Pada saat sebelum 

menyandang status BLUD, seluruh dana yang dituangkan dalam anggaran didapatkan 

dari pemerintah RSUD dr. H Koesnadi Bondowoso hanya bertugas untuk 

„mengendalikan‟ anggaran tersebut agar biaya yang dikeluarkan tidak lebih besar atau 

lebih sedikit dari jumlah dana yang diperoleh. Akan tetapi, dengan disandangya status 

BLUD, RSUD dr. H Koesnadi Bondowoso bukan lagi „mengendalikan‟ melainkan 

„mengelola‟-menyusun dan memperhitungkan anggaran yang bersumber dari pendapatan 

rumah sakit. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan 

anggaran berbasis kinerja oleh RSUD dr.H Koesnadi. Penelitian ini merupakan penelitian 

penelitian campuran (mix methode). Penelitian campuran merupakan penelitian yang 

mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan metode kombinasi seimbang (concurent triangulasi) dimana dalam 

prosesnya penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif/studi kasus serta didukung dengan pengumpulan data dengan cara kualitatif. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik 

untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan 

yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands) 

Freeman dalam (Nordiawan 2008). Definisi tersebut mengungkap peran strategis 

anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi 

sektor publik tentunya ingin memberikan pelayanan maksimal khalayak publik, 

terutama kepada masyarat tetapi sering kali keinginan tersebut terhambat oleh 

terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Di sinilah fungsi dan peran penting suatu 

anggaran (Nordiawan 2008). 

Anggaran pada organisasi sektor publik tidak hanya sekedar mengalokasikan 

sejumlah uang yang diperlukan untuk menggerakan  kegiatan operasionalnya saja, 

namun anggaran juga digunakan sebagai alat untuk menjalankan beberapa fungsi 

manajemen sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Menurut 

Nasehatun dalam (Novarima, Ludigdo, & Prihatiningtias, 2018) Terdapat 

beberapa fungsi manajemen yang erat hubungannya dengan penganggaran, yaitu : 

(1) Fungsi Perencanaan (planning) dimana anggaran mempunyai makna bahwa 

setiap organisasi selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan bersifat 

jangka pendek ataupun tujuan yang bersifat jangka panjang. Untuk mencapai 

tujuannya, organisasi perlu menetapkan kebijakan yang berisi rencana kegiatan 

yang disertai dengan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh kegiatan 

di organisasi tersebut, (2) Fungsi Koordinasi (Coordinating) mempunyai arti 

bahwa segala kegiatan organisasi harus tercermin dalam anggaran organisasi agar 

dapat terkoordinasikan dengan baik, serta untuk menghindari tumpang tindih 

anggaran pada suatu organisasi. Dengan demikian, anggaran berperan dalam 

fungsi koordinasi dalam organisasi, (3) Fungsi Pengendalian (controlling) berarti 

anggaran memiliki fungsi untuk mengendalikan seluruh aktivitas organisasi dan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


2 

 

 

biaya yang dikeluarkan oleh organisasi sehingga sumber daya yang dimiliki dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan yang direncanakan.  

Anggaran dalam organisasi sektor publik dapat dikatakan sebagai sebuah 

rencana finansial yang menyatakan: 1. Rencana-rencana organisasi untuk 

melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas 

organisasi dalam pelayanan. 2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan 

dalam merealisasikan rencana tersebut. 3. Perkiraan sumber-sumber yang akan 

menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut (Nordiawan, 

2008:19). 

Bidang pengelolaan keuangan negara telah mengalami reformasi sehingga 

banyak membawa perubahan yang mendasar pada pelaksanaan sistem 

perencanaan dan penganggaran. Sistem perencanaan dan penganggaran sektor 

publik di Indonesia mengalami perubahan sejak di berlakukannya UU Nomor 17 

tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU nomor 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU Nomor 17 tahun 2003  

menjelaskan tentang perubahan sistem anggaran dari Sistem Anggaran 

Tradisional (Tradisional Budget system) menjadi Sistem Anggaran Berbasis 

Kinerja (Performance Based Budgeting) sedangkan UU Nomor 25 Tahun 2004 

menjelaskan tentang perencanaan nasional (Hadiwijoyo, 2019:145). Pada 

dasarnya Sistem Anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan yang ada dalam anggaran berbasis tradisional. Anggaran berbasis 

tradisional tidak memiliki tolok ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja 

untuk mencapaian suatu tujuan tertentu (Nordiawan 2008:26).  

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 

menjelaskan bahwa rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja 

yang akan dicapai atau berbasis kinerja. Penjelasan Undang-Undang tersebut 

menguraikan bahwa anggaran berbasis prestasi kerja merupakan upaya untuk 

memperbaiki proses penganggaran di sektor publik. Dengan disahkannya 

Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, 

penganggaran yang baik akan memberikan dasar bagi penggunaan anggaran dan 
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menghasilkan informasi kinerja yang valid dan akurat, sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan penyusunan laporan kinerja untuk pengendalian.  

Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang menekankan pada 

prestasi kerja atau hasil. Menurut Bastian (2006: 171) anggaran berbasis kinerja 

adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang 

berkaitan sangat erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis sebuah 

organisasi. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No.58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu asas umum dalam 

pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada 

perundangundangan, ekonomis, efesien, efektif, transparan dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk 

masyarakat. Pengalokasian dana yang efektif berarti setiap pengeluaran yang 

dilakukan pemerintah mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan stratejik yang 

dimuat dalam dokumen perencanaan stratejik. Sedangkan, pengalokasian dana 

yang efisien mengandung arti bahwa pencapaian sasaran dan tujuan stratejik 

tersebut telah menggunakan sumber daya yang paling minimal dengan tetap 

mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan. Pengalokasian pengeluaran 

yang efektif dan efisien tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan 

performancebased budgeting dalam penyusunan anggaran pemerintah.  

Dalam anggaran berbasis kinerja harus memuat standar pelayanan yang 

diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan 

serta pendanaan harus merujuk kepada kebijakan pemerintah pusat. Salah satu 

kebijakan pemerintah pusat yang mulai diterapkan pada awal tahun 2017 terkait 

dengan anggaran berbasis kinerja yaitu konsep money follow program. Money 

follow program merupakan pendekatan pengganggaran yang lebih focus pada 

program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta 

memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Money follow program 

diimplementasikan dengan cara mengamankan alokasi pada prioritas, realokasi 

dari program kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun 

sebelumnya, dan efisiensi program/kegiatan nonprioritas. Sedangkan Pendekatan 

money follow fuction yang lebih dulu diadopsi dalam penganggaran berbasis 
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kinerja lebih menegaskan bahwa pengalokasian anggaran harus berdasarkan 

fungsi masing-masing unit dalam organisasi pemerintah.  

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan menggunakan pendekatan 

money follow program merupakan pendekatan yang baru diterapkan oleh 

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk kabupaten Bondowoso 

khususnya pada RSUD dr. H Koesnadi Bondowoso yang telah ditetapkan sebagai 

BLUD sejak Agustus 2011. Hal ini memungkinkan rumah sakit tersebut untuk 

menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan 

produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Selain itu, RSUD dr. H Koesnadi 

Bondowoso juga diharuskan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 

sebagai hasil dari proses penganggaran. PMK Nomor 44 Tahun 2009 

menyebutkan bahwa RBA merupakan refleksi program dan kegiatan dari satuan 

kerja kementrian negara dan disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan 

akuntansi biaya menurut jenis layanannya. RSUD dr. H Koesnadi Bondowoso 

telah menyandang status BLUD, sudah seharusnya menerapkan dan mematuhi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penggunaaan sistem 

Anggaran Berbasis Kinerja. Pada saat sebelum menyandang status BLUD, seluruh 

dana yang dituangkan dalam anggaran didapatkan dari pemerintah RSUD dr. H 

Koesnadi Bondowoso hanya bertugas untuk „mengendalikan‟ anggaran tersebut 

agar biaya yang dikeluarkan tidak lebih besar atau lebih sedikit dari jumlah dana 

yang diperoleh. Akan tetapi, dengan disandangya status BLUD, RSUD dr. H 

Koesnadi Bondowoso bukan lagi „mengendalikan‟ melainkan „mengelola‟-

menyusun dan memperhitungkan anggaran yang bersumber dari pendapatan 

rumah sakit 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN 

BERBASIS KINERJA PADA RSUD Dr. H KOESNADI BONDOWOSO”  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat  

suatu rumusan masalah yaitu:  

Bagaimana Implementasi Anggaran  Berbasis Kinerja Yang Diterapkan 

Oleh RSUD dr.H KOESNADI? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

Mengetahui dan Menganalisis penerapan anggaran berbasis kinerja yang 

diterapkan oleh RSUD dr.H KOESNADI . 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberi manfaat yaitu: 

a) Penelitian ini diharapkan dapat menginterpretasikan pemahaman atas 

penerapan anggaran berbasis kinerja sehingga terjadi efisiensi dan 

efektifitas antara penganggarn dengan realisasi kinerja.  

b) Dapat digunakan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan penganggaran berbasis kinerja serta 

menjadi bahan kajian lebih lanjut. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a) Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan serta pengalaman langsung tentang penerapan 

anggaran berbasis kinerja pada RSUD dr. H Koesnadi Bondowoso 

b) Bagi Pembuat Kebijakan 

Dapat dijadikan sebagai acuan membuat kebijakan khususnya mengenai 

penganggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 
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BAB 2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Anggaran 

Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode 

waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran adalah 

serangkaian proses dalam mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 

2019:145). 

Menurut GASB (Governmental Accounting Standards Board), defenisi 

anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi 

pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk 

membiayainya dalam periode waktu tertentu. Sedangkan penganggaran adalah 

penyusuanan suatu rencana kerja yang dinyatakan dalam ukurangan keuangan 

(Hadiwijoyo 2019:146).  

Menurut Halim (2007:164) anggaran merupakan sebuah rencana yang 

disusun dengan bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode 

anggaran,  yaitu satu tahun. Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun dan digunakan 

selama periode waktu tertentu untuk menajalankan kegiatan operasional suatu 

organisasi.  

2.2 Kinerja 

Menurut PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai 

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang 

terukur.  

Menurut Bastian (2006:274) kinerja adalah gambaran mengenai 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi.  

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan, kebijakan dalam mencapai tujuan, serta visi dan misi suatu organisasi 

yang telah tertuang dalam rencana strategis (Mahsun, 2006:65).  Pengukuran 

kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan 

sasaran yang telah ditentukan sebelumnya termasuk informasi atas efisiensi 
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penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang/jasa, kualitas barang/jasa, 

hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, Robertson dalam 

Mahsun (2006:70)   

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kinerja merupakan prestasi kerja yang dicapai dalam melaksanakan suatu kegiatan 

yang telah tersusun pada rencana strategis. 

 

2.2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah 

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ada kewajiban setiap instansi 

pemerintah untuk menyusun dan melaporkan Pensekemaan Strategi tentang 

program-program utama yang akan dicapai selama satu sampai dengan lima 

tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dan 

jajaranya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah dan 

fungsi instansi. Instansi yang wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan 

menyampaikan pelaporanya adalah instansi pemerintaha pusat, pemerintah daerah 

kabupaten/Kota. Adapun penanggung-jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional 

bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing masing. 

Selanjutnya pimpinan bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan 

menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Selain itu, 

penyusunan LAKIP harus mengukuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan 

harus disusun secara, objektif, dan transparan. Disamping itu, perlu diperhatikan 

prinsip-prinsip lain: 

1. Prinsip pertanggungjawaban (responsibility center),sehingga lingkupnya 

jelas. Hal-hal yang dikendalikan (controllable) oleh pihak yang melaporkan 

harus dapat dimengerti oleh pembaca laporan.  

2. Prinsip pengecualian, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan 

relevan bagi pengambil keputusan dan pertanggung jawaban instansi yang 

bersangkutan. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun 
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kegagalan, perbedaan antara realisasi dengan target/standar/budget, 

penyimpangan dari skema karena alasan tertentu dan sebagainnya. 

3. Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya 

penyusunan. 

Isi dari LAKIP adalah uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 

fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabaranya yang 

menjadiperhatian utama instansi pemerintah. Selain itu perlu dimasukkan juga 

beberapaaspek pendukung meliputi uraian pertanggungjawaban mengenai :  

a. Aspek keuangan  

b. Aspek sumber daya  

c. Aspek sarana dan prasarana  

Metode kerja, pengedalian manajemen, dan kebijaksanaan lain yang 

mendukung pelaksanaan tugas instansi Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai 

umpan balik bagi pihak pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya 

diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing instansi pemerintah. 

Penyeragaman ini paling tidak dapat mengurangi perbedaan cara penyajian yang 

cenderung menjauhkan pemenuhan persyaratan minimal akan informasi yang 

seharusnya dimuat dalam LAKIP. Penyeragaman juga dimaksudkan untuk 

pelaporan yang bersifat rutin, sehingga perbandingan atau evaluasi dapat dilakkan 

secara memadai. LAKIP dapat dapat dimasukan pada kategori laporan rutin, 

Karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan setahun sekali. Dan juga agar pengungkapan akuntabilitas aspek-

aspek pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tidak tumpang tindih dengan 

pengugkapan akuntabilitas kinerja, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Uraian pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan pada perolehan dan 

penggunaan dana, baik dana yang berasal dari dana alokasi APBD maupun 

dana yang berasal dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).  

2. Uraian pertanggungjawaban sumber daya manusia, dititikberatkan pada 

penggunaan dan pembinaan dalam hubunganya dengan peningkatan kinerja 
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yang berorentasi pada hasil atau manfaat, dan peningkatan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat  

3. Uraian mengenai pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana 

dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan 

pengembanganya.  

4. Uraian tentang metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijaksanaan 

lainya, difokuskan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan yang 

merupakan cerminan pertanggungjawaban kebijaksanaan (policy 

accontibility) 

2.3 Anggaran Berbasis Kinerja 

           Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sebuah sistem 

penganggaran yang berfokus pada hasil yang akan dicapai. Menurut Bastian 

(2006:171) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan sistem 

penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang sangat erat kaitannya 

dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. Menurut Halim 

(2007:177) anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran bagi 

manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-

kegiatan dengan ouput dan outcome yang diharapkan termasuk efisiensi dalam 

pencapain outcome dari output tersebut. Output dan outcome tersebut dituangkan 

didalam target kinerja yang telah dibuat pada setiap unit kinerja.  

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran berbasis kinerja 

adalah sistem penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja atau prestasi kerja 

yang akan dicapai.  

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi 

manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan  yang dituangkan dalam kegiatan-

kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisisiensi dalam 

pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut   dituangkan 

dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu 

dicapai,  dituangkan dalam program  diikuti  dengan pembiayaan pada setiap 

tingkat pencapaian tujuan (Deputi IV BPKB,2008:28) 
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2.3.1 Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja 

Dalam penganggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip angaran 

berbasis kinerja. Prinsip anggaran berbasis menurut (Deputi IV BPKB,2008:37) 

adalah sebagai berikut:  

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran  

Anggaran harus menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, 

hasil dan juga manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari suatu 

program/kegiatan yang dianggarkan. Masyarakat memiliki hak dan juga akses 

yang sama seperti pemerintah untuk mengetahui proses penganggaran karena 

menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama terkait kebutuhan 

hidup masyarakat. Masyarakat juga mempunyai hak untuk menuntut 

pertanggungjawaban atas perencanaan maupun pelaksanaan anggaran 

tersebut. 

2. Disiplin Anggaran  

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara 

masuk akal yang nantinya dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, 

sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos anggaran merupakan 

batas tertinggi pengeluaran belanja. Penggunaan dana pada setiap pos 

anggaran harus sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. 

3. Keadilan Anggaran  

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya dengan 

adil agar dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat tanpa adanya 

diskriminasi didalam pemberian pelayanan. 

4. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran  

Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan azas efisiensi, tepat waktu dan 

tepat guna serta dapat dipertanggungjawabkan.Dana yang telah disediakan 

harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan 

peningkatan dan kesejahteraan yang optimal untuk kepentingan stakeholders.  

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja  

Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada 

pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. 
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Pencapaian hasil kerja tersebut harus sama atau lebih besar daripada biaya 

yang telah ditetapkan sebelumnya 

2.3.2 Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 

(2008) tujuan dari anggaran berbasis kinerja adalah untuk: 

1. Mengaitkan antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai.  

2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam hal pelaksanaan pengelolaan 

anggaran.  

3. Meningkatkan akuntabilitas dan fleksibilitas dalam hal pelaksanakan 

pengelolaan anggaran. 

 

2.3.3 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Nordiawan (2006:79), proses penyusunan anggaran berbasis kinerja 

meliputi:  

1. Penetapan Strategi  

Organisasi Penetapan strategi organisasi merupakan cara pandang jauh 

kedepan yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi yang akan dicapai 

oleh sebuah organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan misi harus 

dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta 

memberikan arah dan strategi yang jelas kedepannya. 

2. Pembuatan Tujuan  

Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam periode waktu satu 

tahun. Tujuan juga sering disebutkan sebagai turunan visi dan misi sari suatu 

organisasi.  

3. Penetapan Aktifitas  

Penetapan aktifitas merupakan hal yang mendasar dalam penyusunan 

anggaran, karena penetapan aktifitas dipilih berdasarkan strategi organisasi 

dan tujuan yang telah ditetapkan.  

4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan  

Evaluasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan 

standar buku yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau dengan 
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memberikan kebebasan pada masing-masing unit kerja untuk membuat 

kriteria-kriteria dalam menentukan peringkatnya. 

2.3.4 Elemen-elemen Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2008:10), elemen-

elemen utama anggaran berbasis kinerja adalah:  

1. Visi dan Misi.  

Visi merupakan hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam waktu jangka 

panjang. Sedangkan misi merupakan gambaran bagaimana visi tersebut akan 

dicapai.  

2. Tujuan.  

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi. Tujuan digambarkan dalam 

RPJM nasional yang menunjukkan tahapan yang harus dilalui dalam rangka 

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut 

menggambarkan arah yang jelas dan juga tantangan yang masuk akal.  

3. Sasaran.  

Sasaran merupakan langkahlangkah yang spesifik dan terukur untuk 

mencapai suatu tujuan. Sasaran akan dapat membantu penyusun anggaran 

untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. 

Sasaran yang baik dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria, seperti 

spesifik, dapat dicapai, terukur, relevan dan ada batasan waktu.  

4. Program.  

Program merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program dibagi menjadi beberapa 

kegiatan dan disertai dengan target sasaran output dan outcome. 

5. Kegiatan.  

Kegiatan merupakan serangkaian pelayanan yang bertujuan untuk 

menghasilkan output dan outcome untuk pencapaian suatu program. Output 

dan outcome merupakan prestasi kerja yang dihasilkan oleh suatu kegiatan 

yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

suatu program.  
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Output dan outcome didalam kegiatan satuan kerja harus sesuai dengan 

yang telah direncanakan sebelumnya dan dimuat dalam dokumen renja tahunan 

dalam rangka penyusunan LAKIP (Ismail dan Idris, 2009:102).  

2.3.5 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) 

(2009:20) penerapan anggaran berbasis kinerja meliputi:  

1. Penyusunan Renstra.  

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, kementerian/lembaga terlebih 

dahulu harus mempunyai renstra. Substansi renstra memberikan gambaran 

tentang kemana tujuan organisasi itu dan bagaimana cara untuk mencapai 

tujuan tersebut.  

2. Sinkronisasi. Sinkronisasi dimaksudkan untuk :  

a) Menyusun alur keterkaitan antara kegiatan dan program terhadap kebijakan 

yang mendasarinya.  

b) Memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar akan dapat 

menghasilkan output yang mendukung pencapaian kinerja.  

c) Memastikan bahwa kinerja suatu program akan mendukung pencapaian 

tujuan kebijakan.  

d) Memastikan keterkaitan antara program dengan RPJM (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah).  

3. Penyusunan Kerangka Acuan.  

Setiap usulan program dan kegiatannya harus dilengkapi dengan kerangka 

acuan yang menguraikan secara jelas bagaimana program dan kegiatannya 

terkait satu sama lain. Kerangka Acuan harus menggambarkan : 

a) Uraian pengertian kegiatan dan mengapa kegiatan tersebut perlu 

dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi.  

b) Satuan kerja yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan untuk 

mencapi output dan siapa sasaran yang akan menerima layanan dari 

kegiatan tersebut.  

c) Rincian pendekatan dan jangka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan 

kegiatan. Uraian singkat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, serta 
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uraian keterkaitan alur pemikiran antara kegiatan dengan program yang 

memayunginya.  

d) Data sumber daya yang diperlukan, termasuk rincian perkiraan biayanya.  

4. Penetapan Indikator Kinerja.  

Indikator kinerja merupakan komitmen kinerja yang dijadikan sebagai dasar 

atau kriteria dari penilaian kinerja. Indikator kinerja memberikan 

penggambaran tentang apa yang akan diukur dan untuk menentukan apakah 

tujuan sudah tercapai. Ukuran penilaian berdasarkan pada indikator sebagai 

berikut : 

a) Masukan (input), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat pendanaan, 

sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan lainlain yang 

digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan.  

b) Keluaran (output), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan barang/jasa yang 

dihasilkan dari program dan kegiatan sesuai dengan input yang digunakan.  

c) Hasil (outcome), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan 

yang akan dicapai berdasarkan output program dan kegiatan yang telah 

dilaksanakan.  

d) Manfaat (benefit), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat 

kemanfaatan yang dapat dirasakan bagi masyarakat dan juga pemerintah. E 

e) Dampak (impact), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan implikasinya 

terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat tersebut.  

5. Pengukuran Kinerja.  

Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan 

maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. Oleh sebab itu, anggaran 

berbasis kinerja perlu didukung oleh akuntabilitas kinerja yang menunjukkan 

pertanggungjawaban atas keberhasilan dan juga kegagalan dalam pengelolaan 

dan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

dilakukan secara periodik dan diukur dengan indikator kinerja yang telah 

ditetapkan.  
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6. Pelaporan Kinerja.  

Pertanggungjawaban kinerja dituangkan dalam LAKIP yang disusun secara 

jujur, objektif dan transparan. LAKIP menguraikan tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian 

visi dan misi organisasi serta sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang 

berkepentingan. 

2.4 Badan Layanan Umum Daerah 

2.4.1 Pengertian Badan Layanan Umum Daerah 

 Terminologi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD mulai masuk ke 

ranah publik sejak kelahiran undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, terutama pada Bab XII pasal 68-69 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum bagi Satker/kantor pemerintah pusat dan daerah 

pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan BLU. Lukman (2013:19) menyatakan didalam peraturan 

pemerintah tersebut definisi BLU di tetapkan sebagai  

“institusi dilingkungan pemerintah yang di bentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang 

dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”.  

Dalam hal tata kelola keuangan, selanjutnya PP tersebut menjabarkannya 

secara lebih jauh tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(PPK-BLU) yang diartikan sebagai “pola pengelolaan Keuangan yang 

memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik 

bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 

sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah ini, pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan keuangan negara pada umumnya (Lukman, 2013:20)   

Terdapat 5 karakteristik khusus yang membedakan BLU/D dengan unit 

organisasi ataupun instansi pemerintah lainnya menurut Lukman (2013:20-25), 

yakni :  

1) BLU/D adalah instansi pemerintah yang memberikan pelayanan penyediaan 

barang dan jasa. Ini adalah karakter utama dari BLU/D. Instansi pemerintah 
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bisa saja buakn penyedia barang atau jasa secara langsung kepada 

masyarakat, badan-badan usaha, ataupun organisasiorganisasi lainnya. 

Namun instansi tersebut lebih diarahkan sebagai unit regulator atau pembuat 

kebijakan agar berjalannya aktivitas bisnis dan sosial masyarakat dengan 

lebih baik.  

2) BLU/D harus menjalankan paraktik bisnis yang sehat tanpa menerapkan 

pencarian keuntungan. Reformasi keuangan telah melahirkan sebuah 

paradigma baru yang diharapkan bisa mempercepat kemajuan kesejahteraan 

umum dengan pengurangan/pemisahan kewenangan unit pemerintahan yang 

membuat kebijakan layanan publik. Akan tetapi,walaupun BLU/D 

menerapkan menerapkan praktik bisnis ala korporasi, BLU/D tidak di 

perkenankan mencari keuntungan semata karena misi yang dicapai bukanlah 

berorientansi pada perusahaan saja, tetapi orientasinya lebih luas yaitu untuk 

memajukan kesejahteraan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, biaya 

yang di bebankan kepada masyarakat di kontrol oleh pemerintah, sedangkan 

pihak lain pemerintah juga menyediakan anggaran untuk kelangsungan usaha 

BLU/D.   

3) BLU/D dijalankan dengan prinsip efisien dan produktivitas. Aktivitas layanan 

BLU/D diselenggarakan menyerupai entitas bisnis yang tidak akan terlepas 

dalam pencapaian produktivitas yang tinggi dan efisien. Prinsip ini 

merupakan terbaru dan terpenting yang dilakukan dalam ranah manajemen 

publik dewasa ini dimana administrasi pemerintah biasa/tradisional lazimnya 

dikonotasikan sebagai unit/instansi yang boros, tambun dan lamban dengan 

produktivitas yang rendah. Dengan bertransformasinya instansi pemerintah ke 

dalam bentuk BLU/D yang dijalankan seperti entitas bisnis yang menganut 

manajemen dan praktik bisnis ala korporat, stigma negatif instansi negatif 

tersebut diharapkan akan dapat dihilangkan.  

4) Adanya fleksibilitas dan otonomi dalam menjalankan operasional BLU/D. 

Perubahan pola atau manajemen pada BLU/D yang semula dijalankan 

mengikuti praktik birokrasi kepada praktik bisnis menghendaki adanya aspek 

fleksibilitas dan otonomi dalam pengelolaan keuangan BLU/D untuk 
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menjamin kontinuitas dan pengembangan layanan terhadap masyarakat. 

Fleksibilitas BLU/D bisa di jabarkan dalam beberapa aspek, yaitu:  

a) Fleksibiltas dalam hal pengelolaan keungan.  

b) Fleksibilitas dalam pengelolaan Sumber daya manusia  

c) Fleksibilitas dalam pengelolaan dan pengadaan aset/barang.  

5) BLU/D di kecualikan dari ketentuan pengelolaan keungan negara pada 

umunya. Ini merupakan prinsip yang luar biasa khusus pada BLU/D. UU 

No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah 

No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan BLU untuk sedikit 

“melenceng” dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pada umumnya. 

Sebagai contoh, menurut aturan yang berlaku, bagi instansi pemerintah pusat 

yang menerima dan mengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

wajib menyetorkan dulu ke kas negara sebelum menggunakan PNBP tersebut, 

sebagaimana yang di amanatkan oleh UU No.20 Tahun 1997 tentang 

penerimaan Negara Bukan Pajak. Namun demikian BLU mempunyai hak 

pengecualian dalam mengelola dan menggunakan PNBP yakni dapat 

digunakan secara langsung untuk kepentingan operasional dan bisnis BLU. 

Demikian halnya dengan BLUD yang dapat mempergunakan secara langsung 

sumber pendapatannya, termasuk ketentuan dalam pengelolaan keuangan 

daerah yang lain, seperti ketentuan dalam pinjaman, piutang, pengadaan 

barang dan jasa untuk instansi pemerintah, dan lainnya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa BLU/D adalah satuan kerja/lembaga/instansi 

yang dimiliki pmerintah sebagaimana lembaga atau instansi pemerintah lainnya 

yang memberikan pelayanan. Namun demikian, walaupun BLU/D memberikan 

layanan kepada masyarakat 39 seperti unit / badan usaha milik negara ataupun 

swasta, tujuan usaha BLU/D tidaklah mengutamakan pencarian keuntungan 

semata, tetapi kepada peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen. 

2.4.2 Perencanaan dan Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah 

Waluyo (2011) menyatakan Perencanaan dan penganggaran meliputi 

rencana strategis bisnis dan pengintegrasiannya dalam RKA-K/L Rencana 

Strategis Bisnis dan Anggaran BLU menyusun rencana strategis bisnis lima 
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tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 

(Renstra K/L). Rencana strategis bisnis merupakan istilah yang pengertiannya 

sama dengan Renstra bagi instansi pemerintah. Oleh karena itu penyusunan 

rencana strategis bisnis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Inpres tersebut, 

rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang 

realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. 

Penyusunan Anggaran BLUD yaitu dengan melakukan penyususn RBA. RBA( 

Rencana Bisnis dan Anggaran ) adalah dokumen perencanaan bisnis dan 

pengangaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal 

(SPM), terget kinerja dan anggaran BLUD.  

Penyusunan RBA dan Anggaran pada BLUD telah di atur dalam 

Peraturan Mentri Keuangan Nomor 92/PMK. 05/2011 Tentang Rencana Bisinis 

dan Anggaran Badan Layanan Umum pada BAB II Pasal II tentang Penyusunan 

RBA, Bahwa : 

1)  BLU menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu 

kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL). 

2) BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis 

bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai prakiraan RBA tahun 

berikutnya.  

3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh program, 

kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, 

estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU.  

4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan: a. basis 

kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; b. 

kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; 

dan c. basis akrual.  

5) BLU yang telah menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan 

perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta menyusun 

standar biaya, menggunakan standar biaya tersebut.  
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6) Dalam hal BLU belum menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan 

perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan belum mampu 

menyusun standar biaya, BLU menggunakan standar biaya umum.  

7) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri dari: a. pendapatan yang akan 

diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat; b. hibah tidak 

terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan 

lain; c. hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha 

lainnya; d. penerimaan lainnya yang sah; dan/atau e. penerimaan anggaran 

yang bersumber dari APBN.  

8) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c antara 

lain terdiri dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset 

tetap, dan pendapatan sewa.  

9)  Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, 

dan huruf d dilaporkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Kementerian Negara/Lembaga.  

2.4.3 Rencana Bisnis dan Anggaran BLU/BLUD 

Juliani (2018) manyatakan ada perbedaan antara instansi 

birokrasi/pemerintah biasa dengan BLU yakni hanya sebatas pada pengecualian 

terhadap tata cara pengelolaan keuangannya. Instansi pemerintah tunduk pada 

asas “universalitas” atau “universaliteit beginsel”,  sedangkan terhadap 

pengelolaan keuangan BLU tidak berlaku asas tersebut. Hal tersebut dapat dilihat 

dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (PPK-BLU), sebagai berikut: “Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola 

pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk 

menerapkan praktek-praktek bisnis yarg sehat untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

ini.  
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Sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada 

umumnya.” Pola Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD adalah dikecualikannya asas 

“universalitas” yang berlaku bagi APBN dan APBD, namun terhadap BLU/BLUD 

diterapkan manajemen perusahaan atau bisnis sehingga setiap BLU/BLUD pada 

awal tahun harus menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang 

mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) 

atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  

BLU/BLUD menggunakan APBN/APBD yang telah disetujui oleh 

DPR/DPRD dan disahkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah. BLU/BLUD 

menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian 

terhadap RBA menjadi RBA definitif.  Pengecualian asas “universalitas” ini 

secara tegas dirumuskan dalam Pasal 69 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara, maupun dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.  

Selanjutnya RBA-BLU atau RBA-BLUD sedikitnya mencakup seluruh 

pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau 

barang yang akan dihasilkan oleh BLU atau BLUD, dimana Menteri Keuangan 

atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengesahkan paling lambat 

tanggal 31 Desember menjelang akhir tahun anggaran. Dokumen pelaksanaan 

anggaran yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan/PPKD sesuai dengan 

kewenangannya menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber 

APBN/APBD oleh BLU/BLUD.Dalam hal BLU/BLUD kekurangan anggaran, 

BLU/BLUD dapat mengajukan usulan tambahan dari APBN/APBD. Hal ini 

menunjukkan bahwa status BLU/BLUD masih tetap berada dalam lingkungan 

pemerintah, apalagi belanja BLU/BLUD dilaporkan sebagai belanja barang dan 

jasa kementerian negara/ lembaga/ SKPD/ pemeritah daerah.  

 

2.5 Pendekatan Money Follow Program 

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam pemerintahan 

disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Hal ini diamanatkan dalam 

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana dalam 
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penyusunan RAPBN dan RKA-K/L, pemerintah wajib menerapkan anggaran 

berbasis kinerja. Pengalokasian anggaran dengan pendekatan fungsi atau yang 

dikenal dengan money follow function, sebagai salah satu prinsip anggaran 

berbasis kinerja merupakan pendekatan yang strategis dalam menjaga efektivitas 

dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Namun Kontan (2016, September) 

menyebutkan bahwa pemerintah akan mempertajam program prioritas 

pembangunan pada 2017 dengan menggunakan sistem money follow program. 

Pengalokasi anggaran tidak lagi berdasarkan pada fungsi, melainkan berdasarkan 

program prioritas nasional. Dalam Majalah Keuangan Publik (2016) disebutkan 

bahwa ada dua alasan yang dikemukakan mengapa money follow fuction 

dianggap tidak tepat, yaitu: 

1. Dianggap menjadi penyebab terjadinya inefisiensi dalam penganggaran, karena 

melalui pendekatan ini semua fungsi-fungsi pemerintahan harus didanai 

walaupun tidak semuanya termasuk dalam program-program prioritas, metode 

yang digunakan adalah tambah/kurang sebesar persentase perubahan pagu 

berdasarkan data tahun sebelumnya 

2. Melemahkan koordinasi antar sektor-sektor pembangunan, karena banyaknya 

program/ kegiatan yang jalan sendiri-sendiri (tidak terkoordinasi satu sama 

lainnya).  

Konsep money follow function pada prinsipnya menegaskan bahwa 

pengalokasian anggaran harus berdasarkan fungsi masing-masing unit dalam 

organisasi pemerintah. Dengan tujuan untuk membangun konsep penganggaran 

yang efektif, efisien, dan menjaga kesinambungan fiskal melalui upaya 

peningkatan kualitas belanja (quality spending). Dalam konsep money follow 

function tidak serta merta membagi anggaran pada semua unit/organisasi secara 

merata, tetapi tetap ada proses penilaian (assessment) terhadap usul sebuah 

program/ kegiatan yang akan diusulkan oleh setiap unit/organisasi. Penilaian 

tersebut menyangkut apakah program/ kegiatan yang diusulkan termasuk dalam 

proses prioritas yang harus didanai atau tidak serta bagaimana kontribusi dan 

dampaknya terhadap pelaksanaan pembangunan. Sedangkan dalam konsep money 

follow program ditegaskan bahwa perlunya pendekatan penganggaran yang 
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berdasarkan pada bobot program/kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan 

oleh pemerintah, dimana program/kegiatan dikatakan memiliki bobot yang tinggi 

jika memberi manfaat yang besar kepada rakyat. Melalui pendekatan ini 

diharapkan :  

1. Adanya skala prioritas alokasi yang tinggi pada program-program yang 

memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat; 

2. Program dan kegiatan yang akan didanai lebih tegas dan jelas, sehingga jelas 

sasaran yang akan dicapai lebih optimal dan teratur;  

3. Mendorong terciptanya efisiensi melalui koordinasi yang jelas antarprogram 

dan kegiatan. Dalam konsep money follow program juga ditegaskan bahwa 

adanya penilaian atas program-program yang akan diajukan. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan menentukan program mana yang dapat memberikan 

manfaat besar untuk masyarakat.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara konsep money 

follow fuction dengan money follow program adalah sebagai berikut:  

Tabel 2.1 Perbedaan Pendekatan Money Follow Fuction dan Money Follow 

Program 

No Uraian Money Follow Fuction Money Follow Program 

1 Perencanaan 

Alokasi 

Dimulai dari 

identifikasi unit K/L, 

yaitu : pelaksanaan 

fungsi dan dukungan 

pada prioritas 

Dimulai dari penentuan 

program prioritas untuk 

diturunkan pada unit K/L 

yang terkait 

2 Realokasi 

Anggaran 

Kaku karena sekat 

organisasi dengan 

ssarannya masing-

masing 

Lebih mudah dilakukan 

karena diarahkan untuk 

pencapaian sasaran 

program 

3 Pelaksanaan 

Anggaran 

Penganggung jawab ada 

dimasing-masing unit 

dan berpotensi tidak 

terintegrasi satu sama 

lainnya (kebijakan, 

Kebijakan lebih mudah 

diintegrasikan karena 

kontrol pada program 

prioritas 
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spasial maupun urutan 

pembangunan) 

Dapat ditunjuk 

penanggung jawab 

kegiatan yang bersifat 

lintas unit 

Sumber: Ningsih (2018) 

2.6  Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai analisis implementasi anggaran berbasis kinerja telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh 

Astuti ningrum  , Ali Djamhuri dan Yeney Widya (2017) dengan judul “New 

Institutional Theory: Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja” menyatakan 

bahwa : 

“Gejala yang dominan adalah normative ishomorphism, ditunjukkan 

dengan kepercayaan normatif anggota organisasi bahwa anggaran berbasis 

kinerja paling tepat bagi karakteristik rumah sakit. Penerapan anggaran 

berbasis kinerja telah mendorong penggunaan dana lebih efektif dan 

efisien” 

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, Afridian dan Amy (2018)  dengan 

judul “Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Perencanaan dan 

Penganggaran Kota Padang” menyatakan bahwa:  

“Pemerintah Kota Padang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja 

dengan konsep money follow program dalam kegiatan perencanaan dan 

penganggaran. Hal ini dapat dilihat dari adanya penetapan strategi 

organisasi (visi, misi, tujuan, dan sasaran), adanya penetapan aktifitas, dan 

adanya evaluasi terhadap kinerja periode sebelumnya” 

Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Reza dan Darwanis (2016) dengan 

judul “Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah 

(Studi Deskriptif Pada Dinas Dpkkd Kabupaten Aceh Selatan)” menyatakan 

bahwa : 

“Penerapan anggaran berbasis kinerja pada dinas DPKKD kabupaten Aceh 

Selatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006” 

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dengan mengintegrasikan 

beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis mengenai anggaran berbasis 

kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada konsep 

pemecahan masalah yaitu dianalisis melalui pendekatan money follow program 

dengan pembahasan lebih merinci mulai dari penetapan strategi hingga pelaporan. 

Mengingat money follow program merupakan salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam penyusunan anggaran berdasarkan program prioritas yang wajib 

dilakukan oleh SKPD sejak tahun 2017.  
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis, dan tinjauan 

penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka pemeikiran guna penelitian 

sebagai berikut: 

 

RSUD dr. H Koesnadi Badan Layanan Umum Derah 

Penganggaran Berbasis Kinerja 

Analisa 

Hasil 

Kesimpulan 

UU tentang Keuangan Negara 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis  Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian mengenai 

analisis implementasi anggaran berbasis kinerja pada  RSUD dr. H Koesnadi 

Bondowoso adalah penelitian campuran (mix methode). Penelitian campuran 

merupakan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dan 

penelitian kualitatif.  

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi seimbang (concurent 

triangulasi) dimana dalam prosesnya penelitian ini menggunakan penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif/studi kasus serta didukung dengan 

pengumpulan data dengan cara kualitatif.  Pendekatan kuantitatif menggunakan 

susunan atau langkah-langkah yang terstruktur dalam suatu proses riset untuk 

menarik kesimpulan menggunakan hasil analisis berdasarkan analisis parametrik 

(Chandrarin, 2017:2). Pendekatan kuantitatif ini berbasis riset yang ilmiah 

(scientific research).  

Menurut Chandrarin (2017:35) mengatakan bahwa: 

“salah satu  tujuan riset akuntansi ilmiah adalah untuk mendeskripsikan (to 

describe) dapat dilakukan oleh peneliti yang mempunyai pertanyaan riset 

bagaimana mendeskripsikan variabel tertentu”.  

Pendekatan studi kasus/deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau 

memberikan bukti empiris tentang suatu fenomena tertentu sehingga alat analisis 

yang digunakan dalam desain ini relatif sederhana (Chandrarin, 2017:97).  

Pada studi kasus tersebut peneliti mengekplorasi secara mendalam tentang 

program, kejadian proses, aktivitas kepada satu individu ataupun lebih yang 

dilakukan dengan beberapa prosedur pada waktu yang telah ditentukan (Sugiyono, 

2019:17).   

Desain deskriptif/studi kasus dipilih karena peneliti ingin mendapatkan 

diskripsi yang jelas dan mendalam tentang respon organisasi yang terjadi dalam 

proses pengadopsiaan anggaran berbasis kinerja di RSUD dr.H  Koesnadi 

Bondowoso. Pada studi kasus tersebut peneliti mengekplorasi secara mendalam 

tentang program, kejadian proses, aktivitas kepada satu individu ataupun lebih 
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yang dilakukan dengan beberapa prosedur pada waktu yang telah ditentukan 

(Sugiyono, 2019:17).    

 

3.2 Objek Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan judul yang diajukan, maka peneliti 

mengambil objek penelitian  ini pada RSUD dr. H Koesnadi Bondowoso. Objek 

penelitian tersebut beralamat di  Jalan P. Tendean No. 3 Kotakulon, Badean, Kec. 

Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68323. Pemilihan objek 

penelitian ini dikarenakan RSUD dr. H Koesnadi Bondowoso merupakan salah 

satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  yang melakukan kegiatan 

administrasi anggaran daerah dan telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah   

(BLUD) sejak Agustus 2011.  Peneliti ingin menganalisa terkait penerapan 

anggaran berbasis kinerja pada  RSUD dr. H Koesnadi Bondowoso .  

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah informan atau seseorang yang dapat memberikan 

informasi terkait penelitian. Informan yang dipilih dengan kriteria mempunyai 

peranan ataupun keterlibatan secara langsung dalam penerapan sistem anggaran 

berbasis kinerja di RSUD dr.H Koesnadi Bondowoso. Informan dalam penelitian  

ini adalah: 

1. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan sebagai wakil ketua tim 

verifikasi Rencana Keja Anggaran (RKA) 

2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagai sekretaris tim 

verifikasi Rencana Keja Anggaran (RKA) 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan ha penting dan utama dalam proses riset. Data merupakan 

perwujudan fakta/fenomena yang ada di praktik (Chandrarin, 2017:120). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan data yang ditinjau dari bentuknya dan data 

yang ditinjau dari sumber pengumpulan datanya.  
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Jenis dan sumber data yang ditinjau dari bentuknya yaitu data kuantitatif 

dan data kualitatif. Data Kuantitatif merupakan jenis data yang berupa angka-

angka yang berasal dari perhitungan, sedangkan data kualitatif adalah jenis data 

yang berupa penjelasan ataupun hasil yang diperoleh dari jawaban kuesioner 

ataupun wawancara (Chandrarin, 2017:122-123) 

Jenis dan sumber data yang digunakan berdasarkan pengumpulannya, 

adalah data primer. Menurut Sugiyono (2019:48). Data primer adalah sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. 

Data primer dapat berupa pendapat subjek penelitian (orang) baik secara individu 

maupun kelompok, hasil dari pengamatan  terhadap suatu benda (fisik), kejadian 

atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini berasal dari 

hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada Pihak-pihak yang 

dianggap memahami hal-hal mengenai administrasi penganggaran SKPD pada 

RSUD dr. H Koesnadi Bondowoso.   

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegitan utama dari sebuah penelitian karena 

tujuan inti dari penelitian adalah mendapatkan data, baik data primer maupun 

sekunder (Chandrarin, 2017:124). Teknik pengumpulan data yang akan peneliti 

lakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara 

Menurut Chandrarin (2017:125) Wawancara/ interview dapat dilakukan 

dengan bertangan langsung berhadapan atau telepon atau media elektronik. 

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatutopik tertentu (Esterberg dalam Sugiono 2019:231). Metode 

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua 

pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2017:186).  
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Teknik wawancara yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung 

yaitu dengan mewawancarai pihak-pihak atau pejabat-pejabat RSUD dr. H 

Koesnadi Bondowoso  yang terkait dalam kegiatan administrasi penganggaran. 

 Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur. Wawancara 

tak berstruktur merupakan wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis, melainkan hanya 

menggunakan pertanyaan garis besar permasalahan untuk pengumpulan datanya 

(Sugiyono 2019:233). Dengan demikian wawancara ini lebih bebas iramanya 

sehingga tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan informan mengalur seperti 

percakapan sehari-hari.   

2. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan salah satu dari sumber data sekunder yang 

diperlukan dalam suatu penelitian. Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun 

film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang 

penyidik (Moleong, 2017:126). 

Menurut Sugiyono (2019:329) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Hasil penelitian dari wawancara ataupun observasi akan lebih dapat 

dipercaya jika didukung oleh dokumen-dokumen (Sugiyono 2019:240).  

Terkait penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen  yang 

terkait dengan penerapan kegiatan  penganggaran berbasis kinerja pada RSUD dr. 

H Koesnadi Bondowoso. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian 

ini di antaranya berupa Rencana Strategis Bisnis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran, Prosedur Penyusunan Anggaran, dan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

 

3.6 Pengujian Keabsahan Data 

 Uji validitas data atau keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012:330) : 
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“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengencekan atau sebagai pembanding terhadap data itu” 

Terdapat beberapa macam teknik triangulasi yang dapat digunakan untuk 

menguji keabsahan data, yaitu teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori . (Denzim dalam Lexy J 

Moleong , 2012) 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik uji keabsahan data 

triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan sumber. Terdapat dua strategi 

dalam triangulasi dengan metode, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan 

derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Dengan 

teknik tringulasi dengan sumber, peneliti mengecek kembali data-data yang sudah 

di dapatkan dari informan utama dengan cara menanyakan kebenaran data kepada 

informan tambahan (bisa satu atau lebih). Artinya apabila pernyataan yang 

dikatakan informan utama dengan informan tambahan sama , maka data yang 

diperoleh dapat dikatakan valid. Dengan teknik tringulasi dengan metode, peneliti 

melakukan wawancara dan membandingkan dengan dokumen yang ada. Artinya, 

peneliti melakukan wawancara beserta meminta bukti berupa dokumen atas 

pernyataan informan. Apabila informan dapat memberikan dokumen sebagai bukti 

atas pernyataannya, maka data yang diperoleh tersebut dapat dikatakan valid.  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data dilakukan berdasarkan pada pertanyaan riset dan harus 

disesuaikan dengan desain riset akuntansi yang disusun, karena desain riset 

menyediakan rencana dan struktur yang membuat peneliti mampu menjawab 

pertanyaan riset secara valid, objektif, akurat dan seekonomis mungkin 

(Chandrarin, 2017:134).  

Menurut (Chandrarin, 2017:97) mengatakan bahwa: 

“Alat analisis statistik yang digunakan pada desain kuantitatif deskriptif 

relatif sederhana . pada desain ini biasanya tidak terdapat hipotesis, 

sehingga tidak perlu adanya alat uji statistik. Desain riset ini juga dikenal 
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dengan riset studi kasus, yang menjelaskan kasus atau permasalahan tertentu 

yang digali dari satu objek tertentu” 

Pada penelitian ini dilakukan analisis yang bersifat menjelaskan (to explain) 

fenomena yang ada dan dihubungkan dengan teori yang mendasari riset yang 

dilakukan (Chandrarin, 2017:134).   
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Anggaran Berbasis 

Kinerja pada RSUD Koesnadi Kabupaten Bondowoso. RSUD dr. H Koesnadi 

Bondowoso telah melaksanakan angaran berbasis kinerja sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Bappenas tentang 

Pedoman Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. 

Penerapan anggaran berbasis kinerja pada RSUD dr H Koesnadi 

Bondowoso dimulai dari Penyusunan Renstra, kemudian menetapkan Indikator 

Kinerja serta Pengukuran Kinerja dan yang terakhir adalah Pelaporan Kinerja. 

RSUD dr H Koesnadi Bondowoso telah merealisasikan capaian yang cukup 

signifikan dari tiga program prioritas  pada tahun 2019 yaitu: 

1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD, yaitu program yang 

terdiri dari 8 indikator capaian kegiatan yaitu dengan realisasi penyerapan 

anggaran program sebesar 94,85 persen (pagu anggaran Rp 

98.348.103.535,15 dan terealisasi sebesar Rp 93.282.187.972,14) dengan 

capaian kinerja kegiatan 154,02 persen. Berdasarkan skala pengukuran 

kinerja yang ditetapkan, tingkat penyerapan anggaran kinerja RSUD dr H 

Koesnadi Bondowoso pada program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

BLUD dinilai “Sangat Berhasil” dan capaian kinerjanya dapat dinilai 

"Memuaskan".  

2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah 

Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-Paru Rumah Sakit Mata dilaksanakan dengan 

pagu anggaran sebesar Rp. 20.106.140.000,00 terealisasi Rp 

18.807.007.931,00 dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,54 persen 

dan capaian kinerja 100 persen. Berdasarkan skala pengukuran kinerja yang 

ditetapkan, tingkat penyerapan anggaran dan capaian kinerja RSUD dr H 

Koesnadi Bondowoso pada program pengadaan, peningkatan Sarana dan 

Prasarana RS dinilai “Sangat Berhasil”.  
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3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial dilaksanakan dengan pagu anggaran 

sebesar Rp. 3.325.000.000.00 teralisasi Rp. 3.245,882.471,00 dengan tingkat 

penyerapan anggaran sebesar 97,62 persen, dan capaian kinerja sebesar 100 

persen. Berdasarkan skala pengukuran kinerja yang ditetapkan, tingkat 

penyerapan anggaran dan capaian kinerja RSUD dr H Koesnadi Bondowoso 

pada Program Pembinaan Lingkungan Sosial dinilai “Sangat Berhasil”.  

Pencapaian anggaran berbasis kinerja tertuang dalam LAKIP setiap tahun 

periodenya, dimana serangkaian pelaporan kinerja dicantumkan untuk kemudian 

dievaluasi dan disimpulkan sebagai bentuk kontroling terhadap kebutuhan yang 

akan datang.  

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu beberapa data yang tidak dapat di 

akses dikarenakan kebijakan instansi sehingga penyajian data kurang 

komprehensif. 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil dan kesimpulan tentang implementasi Anggaran 

Berbasis Kierja di RSUD Koesnadi Kabupaten Bondowoso, maka peneliti dapat 

mengajukan saran sebagai berikut: 

7. Bagi Instansi 

Instansi diharapkan lebih meningkatkan pelayanan public terhadap kebutuhan 

data kinerja dari instansi, sehingga dapat diawasi bersama dalam rangka 

pembangunan daerah. Statistika data sangat mempengaruhi peran control dan 

stigma masyarkat sebagai konsumsi realitas dari kinerja Instansi. 

8. Bagi Peneliti selanjutnya 

    Memastikan ketersediaan data sebelum melakuka penelitian, atau memastikan 

akses data dengan jangkauan yang seluas luasnya , sehingga inforamsi terkait 

implementasi anggaran lebih komprehensif lagi dengan capaian- capaian per 

periode yang dapat dilihat signifikansinya melalui data yang lebih rinci, 

sehingga diketahui kendala dari perencanaan, realisasi/implementasi hingga 

evaluasi. 
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Lampiran 1. Surat Ijin Peneltian 

 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 2. Hasil Wawancara 

HASIL WAWANCARA 

 

Narasumber    : Pak Anton (Kepala Sub Bagian Anggaran) 

Waktu              : 13 Mei 2020 

Lokasi              : RSUD dr H Koesnadi Bondowoso 

 

W : Apakah RSUD dr H Koesnadi  Bondowoso telah menjalankan    anggaran   

berbasis kinerja? 

N       : Sudah 

 

W  : Dalam menjalankan kebijakan tersebut, apakah realisasi dan perumusan 

anggaran lebih efektif? 

N : Dibandingkan dengan sebelumnya, anggaran berbasis kinerja dengan 

konsep money following program menjadikan instansi lebih awas terhadap 

potensi fraud karena akan d ukur berdasarkan kinerja, sehingga laporan 

lebih terintegrasi dan terverifikasi. 

 

W : Sejak kapan anggaran berbasis kinerja di RSUD dr H Koesnadi  

Bondowoso berlaku pak ? Mengingat adanya UU no 17 tahun 2003 bahwa 

setiap instansi pemerintah wajib melakukan penganggaran berbasis kinerja ? 

N     : Mulai diberlakukannya UU itu dek, tapi sebelum menjadi BLUD kami 

masih mengikuti anjuran penyusunan anggaran sama seperti SKPD lain. 

 

W : Apa bedanya anggaran BLUD dan SKPD yang lain pak ? 

N      : Beda dek, kalau di BLUD itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 
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W     : Perbedaan mendasarnya apa ya pak ? 

N : Penganggaran di BLUD hanya di batasi 1 program dalam satu instansi. 

Jika SKPD lain, boleh memiliki banyak program pada 1 instansi. Perbedaan 

lainnya pada fleksibilitas anggaran. Yakni BLUD dapat merubah 

anggarannya kapanpun jika dibutuhkan. Itu sudah tercantum di permendagri 

no 61 tahun 2007 . 

 

W.   : Biasanya rumah sakit mengubah anggaran berapa kali per periode pak? 

N : Kalau untuk RSUD Koesnadi ini dibatasi merubah anggaran 5x dalam 1 

periode. Itu sudahh menjadi kebijakan Direktur. 

 

W : Nah kalau begitu, berarti yg menjadi program prioritas di RSUD Koesnadi 

ini yg mana ya pak ? Di lakip ini kan ada 3 program prioritas. 

N     : Program pertama dek, yg peningkatan pelayanan BLUD. Itu sudah 

menjadi program dari Kemenkes. Nah program yg lain ituu di laksanakan 

jika ada dana hibah dari pemerintah. 

 

W      : Namun selama ini RSUD selalu melaksanakan ketiga program itu ya pak ? 

N      : iya dek, karena yg pertama kan wajib. Dan untuk program kedua dan 

ketiga selalu di dukung oleh pemerintah daerah 

 

W     : Untuk  menetapkan target kinerja ini RSUD menggunakan metode apa ya 

pak ? 

N      : Yang mana ya dek ? 

 

W    : Misal pada program peningkatan pelayanan BLUD ini ditetapkan indikator 

kegiatan dengan target 0,25 pak. Itu bagaimana penentuannya pak ? 

N      : Oh kalau ituu sudahh ada di peraturan departemen kesehatan dek. Sudah 

ada skala indikatornya semua . 
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W      : untuk semua program sudah terlaksana dengan baik ya pak ? 

N      : alhmdulillah sudah dek. Semuanya sudah tertuang di lakip 

 

W    : Kalau untuk evaluasi itu siapa yang menentukan pak ? 

N     : Evaluasi ituu di tentukan oleh setiap unit unit yang menjalankan dek. 

Kemudian di laporakan ke bagian pelaporan kinerja. 

 

W     : Pada Lakip masih tertuang antara hambatan serta pendukung kegiatan 

masih saling timpang ya pak ? 

N     : contohnya ? 

 

W     : misal pada indikator kegiatan peningkatan mutu perawat, sudaj tercapai 

secara optimal dan pendukungnya adalah perawat yg berkompeten. Namun 

pada faktor penghambatnya malah perawat masih kurang pemahaman pak ? 

N    : Oalah iya, meskipun program sudah berjalan optimal tpi masih terdapat 

kekurangan dek. Jadi itu dibuat bahan evaluasi 

 

W : apa yang melatarbelakangi program kerja prioritas di RSUD Koesnadi 

pak? 

N : sesuai dengan orientasi dari pokok pelayanan yang akan diberikan , 

sehingga dirumuskan 3 preogram prioritas seperti Peningkatan Pelayanan 

Kesehatan, Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana dan terjahir 

kan Pembinaan lingkungan social. Itu semua kami rumuskan berdasarkan 

kebutuhan dan sifat pelayanan instansi sebagai upaya pembangunan yang 

lebih konstruk. 

 

W  : kedepan apa yang akan di program kan pak? Setelah melihat proyeksi dan 

realisasi anggaran menurut laporan sudah baik, tapi apakah puas dengan 

kinerja yang sudah dijalankan? 

N  : Kami akan meneruskan program ini, mungkin nanti ada sedikit tambahan 

atau improvisasi, karena kami pun harus adaptif terhadap perubahan. Karena 
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sifat pelayanan kami berada pada sector kesehatan, bisa saja ada program 

peningkatan pelayanan kesehatan yang akan di fasilitasi oleh instansi. 
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Lampiran 3. Capaian Program Prioritas 

CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 
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